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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

20 APRIL 2022

. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.23 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 13/PUU-
XX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 13/PUU-XX/2021,
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara Nomor 13/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, dkk, untuk selanjutnya
disebut Para Pemohon.

. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap
Pasal 222 UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
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puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR
sebelumnya.”

. BATU U]JI

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2)
dan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dari para
Pemohon dalam menjelaskan Kkerugian hak Kkonstitusionalnya, sebagaimana
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan
warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
8/PUUXX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

“I3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilu.

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu
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Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan Konstitusi tersebut semakin
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu,
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.”

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut,
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, Mahkamah
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian Konstitusionalitasnya oleh
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah
mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang akan
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon
presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka
anggapan adanya kerugian Kkonstitusional, in casu terhambatnya hak untuk
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan
menurut hukum. Selain itu, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak
konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right
to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih
banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak
membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan
mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan berapa
pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon,
sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan
implementasi atas norma dimaksud yang sangat tergantung pada dinamika sosial
dan politik yang berkembang dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam
keinginan partai politik. Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon
tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada
pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi
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syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh para
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.6.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian
Kkonstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok
permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam
norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang
(open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu,
Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para
Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan
memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU
7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU
7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum
dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon
sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya;

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan
pokok permohonan.

. AMAR PUTUSAN

Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu,
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 yang
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap
pengujian UU 7/2017 mengandung arti bahwa Kketentuan a quo tidak
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bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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